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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA BMT
DALAM HUKUM POSITIF

Oleh:
ANGGA WAHYUDI
NPM. 14123809

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro
berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas
bawah. BMT sendiri merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang
bisa dibilang paling sederhana. Namun, realitas di lapangan dalam beberapa tahun
terakhir BMT tidak sedikit BMT yang gulung tikar karena kehabisan modal.
Selain itu juga terdapat BMT yang gagal mengembalikan uang nasabah. BMT
merugi dan nasabah yang menjadi korban kebanyakan adalah masyarakat kecil.
Kondisi ini mengakibatkan konsumen dirugikan, sehingga dalam hal ini nasabah
membutuhkan perlindungan hukum agar mendapatkan hak-haknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap
anggota BMT yang bermasalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan
(library research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Data hasil temuan
digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap
anggota BMT dikaji dengan menggunakan sebuah ketentuan hukum positif,
meskipun BMT belum memiliki sebuah payung hukum tersendiri tetapi BMT
menggunakan payung hukum seperti Lembaga Keuangan Mikro, dan Koperasi
namun dalam perlindungan terhadap para anggota BMT payung hukum tersebut
tidak membahas secara signifikan sehingga BMT dapat menggunakan payung
hukum perlindungan konsumen untuk memberikan perlindungan bagi para
anggotanya. Selain itu BMT juga diawasi oleh OJK, peran OJK dalam
pengawasan BMT telah diperluas, dari aspek kelembagaan BMT hingga aspek
perlindungan konsumen BMT.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas beragama muslim, dan
hal itu mempengaruhi segala bentuk kegiatan yang ada dan diatur
berdasarkan syariat Islam, seperti dalam Kkegiatan perekonomian yang
merupakan sebuah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat
karena perekonomian merupakan salah satu roda kehidupan manusia dalam
melangsungkan kehidupan.

Dalam kegiatan perekonomian dalam Islam berbentuk muamalah, dan
setiap kegiatan muamalah diatur secara global dalam Islam. Kegiatan
muamalah dalam perekonomian Islam di zaman modern saat ini memiliki
perkembangan yang sangat pesat dalam lembaga perekonomian Indonesia
yang sejak dahulu berdasarkan sistem konvensional, seperti Lembaga
Keuangan Syariah yang didirikan dengan tujuan mempromosikan dan
mengembangkan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam
transaksi keuangan perbankan serta bisnis yang terkait.*

Saat ini Lembaga Keuangan Syariah menjadi lembaga keuangan
paling diminati di Indonesia terutama masyarakat muslim, kemajuan tersebut
menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian dengan sistem Islam

mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat.

! Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Grup, 2009), 35



Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro
syariah berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah. BMT hadir sebagai
alternatif yang strategis. Kehadirannya merupakan wujud pengamalan ajaran
Islam dalam bidang muamalah, dan pengamalan atas ajaran untuk
memberdayakan orang kecil, miskin, dan masyarakat menengah kebawah
lainnya yang tidak dapat dijangkau oleh bank syariah. Alasan inilah yang
membuat perkembangan BMT semakin bertambah dan berkembang pesat.
Jumlah BMT dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

BMT merupakan pelaku ekonomi yang lahir dan beroperasi
menggunakan akad yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Hal yang
menarik untuk dicermati berkaitan dengan hukum Islam dan sistem hukum
nasional Indonesia adalah kenyataan bahwa hukum materiil ekonomi dan
keuangan syariah belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali
tentang perbankan syariah UU No.21 Tahun 2008, dan telah dituangkan
dalam Fatwa-fatwa DSN-MUI.

BMT pada dasarnya merupakan lembaga non bank atau lembaga
keuangan mikro syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional
perbankan syariah.” Badan hukum paling tepat adalah koperasi baik Serba
Usaha (KSU) maupun Simpan-Pinjam (KSP), dan sekarang telah diatur
dalam Keputusan Menteri No. 91/kep/M.KUKM/IX/2004 dengan badan
Koperasi jasa Keuangan Syariah (KJKS). Legalitas nasionalnya mengikuti

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan koperasi yakni undang-

Z Lasmiatun, Perbankan Syariah, (Semarang: LPSDM. RA. Kartini), 21



undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi. Dalam penjelasannya
menyebutkan bahwa UU 1945 menyatakan perekonomian Indonesia disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.’

BMT memiliki dua fungsi yaitu, sebagai Bayt al-Mal yakni lembaga
keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana ZIS sesuai dengan
prinsip Syariah. Disamping itu, Bait al-Tamwil menyediakan sumber dana
dari pendiri atau pemilik, penabung dan investor berupa modal (equity) yang
kemudian dikelola dengan prinsip bagi hasil sebagai dana amanah.”

BMT sudah semestinya dapat memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga
tersebut. Adapun dana BMT adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai
suatu BMT dalam kegiatan operasionalnya. Dana BMT ini terdiri dari dana
pihak pertama yaitu dana dari pemilik berupa modal dan hasil usaha BMT,
dana pihak kedua yaitu dari instrumen pasar uang dan pasar modal, dan pihak
ketiga yakni dana yang berasal dari penghimpun dana BMT berupa giro
(nasabah), tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito berjangka, dan
kewajiban segera lainnya.’

Dana tersebut idealnya memiliki fungsi di antaranya sebagai: sumber
dana biaya operasional BMT, dana investasi primer dan sekunder, sebagai

tolak ukur besar kecilnya suatu BMT, untuk menarik masyarakat yang

¥ Dadan Mutaqqin, Aspek Legal Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Safiria Insani Press,
2008), 60

* A. Djazuli dan Yadi Anwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah
Pengenalan (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 184

® Veithzal Rivai dkk, Financial Institution Management (manajemen kelembagaan

keuangan), (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 613.



kelebihan dana agar menabungkan uangnya di BMT, untuk memperbesar
daya saing BMT bersangkutan, untuk mempermudah penarikan dan
meningkatkan SDM, dan untuk memperbanyak pembukaan kantor cabang
serta sebagai tool of management bagi manajer BMT.°

Di dalam Islam melalui al-Qur’an, terdapat pedoman kepada mukmin
bahwa seorang mukmin dilarang memakan harta sesamanya dengan jalan
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama
suka di antaranya. Dengan demikian Islam memberikan perlindungan
terhadap pemilik harta dengan melarang seseorang berbuat batil sebagaimana

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa 29:

BIF 3 B y’/gi‘%s?@\e”&ﬁ\}:ﬂzi@ ¥l g G
YA - \.wjg <& 2 g...mjliuﬁj <

Artinya: Hai orang-orang yang berlman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.’

BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang berpedoman pada nilai-
nilai Islam sangat diharapkan mampu menjadikan sebuah terobosan baru
dalam menangani krisis keuangan masyarakat, apalagi BMT merupakan
sebuah lembaga keuangan yang melarang riba dan menggantinya dengan

sistem bagi hasil, sehingga lembaga keuangan syariah ini sangat dibutuhkan

oleh masyarakat dalam menghadapi sebuah krisis keuangan yang terjadi.

® Ibid.
” Al-quran Terjemah,



Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro
berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat
kelas bawah. BMT sendiri merupakan salah satu model lembaga keuangan
syariah yang bisa dibilang paling sederhana. Namun, realitas di lapangan
dalam beberapa tahun terakhir BMT tidak sedikit BMT yang gulung tikar
karena kehabisan modal. Selain itu juga terdapat BMT yang gagal
mengembalikan uang nasabah. BMT merugi dan nasabah yang menjadi
korban kebanyakan adalah masyarakat kecil. Kondisi ini mengakibatkan
pembekuan pada Lembaga Keuangan mikro tersebut.

Dapat diketahui apabila dalam Perbankan syari’ah terdapat Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS), dimana LPS itu berperan penting, apabila suatu
bank syariah dilikuidasi dicabut izin operasi bank. Maka Lembaga Penjamin
Simpanan yang menjamin uang para nasabah yang telah masuk atau berputar
pada sistem perbankan tersebut.

Problematika lain adalah tentang manajemen penjaminan simpanan
jika dalam lembaga perbankan dana nasabah dijamin oleh Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS), sehingga ketika sebuah bank dilikuidasi dana nasabah
aman. Namun dalam kasus BMT tidak diketahui apakah mempunyai
penjamin simpanan seperti pada perbankan syari’ah.

Dari permasalahan tersebut oleh karena itu bagaimana perlindungan
hukum terhadap anggota BMT apabila terjadi sebuah permasalahan di atas
maka peneliti akan melakukan sebuah penelitian dengan judul Perlindungan

Hukum Terhadap Anggota BMT dalam Hukum Positif



B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka agar
pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penelitian
merumuskan pertanyaan penelitian. Bagaimana Perlindungan Hukum
Terhadap Anggota BMT dalam Hukum Positif?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah
diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan: untuk
menemukan perlindungan hukum terhadap anggota BMT yang
bermasalah.
2. Manfaat Penelitian
a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
khazanah keilmuan di bidang BMT.
b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai
bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah.
D. Penelitian Relevan
Penelitian relevan adalah penelitian sebelumnya yang sudah pernah
dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul
dan topik yang akan diteliti. Bagian ini memuat uraian sistematis mengenai
hasil penelitian terdahulu (Prior Research) tentang persoalan yang akan dikaji.

Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang



akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya .
untuk itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam
bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan
dilakukan berada.® Tinjauan pustaka (Prior Research) berisi tentang uraian
mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.
Menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan belum pernah dilakukan
sebelumnya.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratih Ajeng Kusuma
Wardani Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Metro dengan judul Perlindungan Konsumen Atas Hak-Hak
Anggota Pada BMT Ditinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1999 (Studi Pada Bmt
Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur).® Dimana penelitian ini
berisi tentang perlindungan konsumen bagi anggota BMT Sumber Sejahtera
Bersama belum mengindahkan aturan perlindungan konsumen, vyaitu
dilarangnya berbuat yang merugikan konsumen dan juga belum sesuai dengan
peraturan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
mengenai hak konsumen yang harus mendapatkan hak atas informasi yang
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
Persamaan dari penelitian Ratih Ajeng Kusuma Wardani dengan peneliti
adalah mengenai perlindungan atas anggota BMT. Dan terdapat perbedaan

yang mendasar yang terlihat dari skripsi Ratih Ajeng Kusuma Wardani

¢ STAIN, Pedoman Penulisan Karya llmiah (STAIN Metro, 2016), 39

% Ratih Ajeng Kusuma Wardani Perlindungan Konsumen Atas Hak-Hak Anggota Pada
Bmt Ditinjau Dari Uu No. 8 Tahun 1999 (Studi Pada Bmt Sumber Sejahtera Bersama Gedung
Wani Timur), Skripsi



mengenai perlindungan hukum yang berdasarkan UU No.8 Tahun 1999,
sedangkan peneliti berdasarkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
dan penelitian yang peneliti lakukan adalah berdasarkan tinjauan pustaka
sedangkan Sdri Ratih Ajeng Kusuma Wardani adalah penelitian Lapangan.
Berkaitan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Lenny Putri
Sulistyaningrum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Yogyakarta dengan judul Perlindungan Nasabah BMT Batik Mataram
Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.'® Yang berisi tentang perlindungan hukum terhadap nasabah
selaku konsumen di BMT Batik Mataram telah sesuai dengan UU No.8 Tahun
1999 tentang perlindungan konsumen .BMT Batik Mataram juga berupaya
untuk memberikan perlindungan kepada nasabahnya dengan cara
melaksanakan kewajibannya dan memenuhi hak-hak dari nasabah serta
memberikan informasi terhadap produk jasa yang ditawarkan guna menjaga
kepercayaan dari nasabah. Persamaan dari penelitian Lenny Putri
Sulistyaningrum dengan peneliti adalah mengenai perlindungan atas anggota
BMT. Dan terdapat perbedaan yang mendasar yang terlihat dari skripsi Lenny
Putri Sulistyaningrum mengenai perlindungan hukum yang berdasarkan UU
No0.8 Tahun 1999, sedangkan peneliti berdasarkan dengan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah dan penelitian yang peneliti lakukan adalah berdasarkan
tinjauan pustaka sedangkan Lenny Putri Sulistyaningrum adalah penelitian

Lapangan.

19'_enny Putri Sulistyaningrum, Perlindungan Nasabah BMT Batik Mataram Ditinjau dari
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi.



Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Syaifudin
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul Perlindungan
Hukum Terhadap Mudharib pada Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi
Analisis Terhadap Program Pemutihan di BMT Darussalam Kabupaten
Demak)." Yang berisi tentang menjelaskan bahwa secara hukum BMT
Darussalam telah melaksanakan perlindungan terhadap mudharib dalam
berakad. Hal ini dibuktikan dengan kelengkapan BMT sebagai subjek yang
berbadan hukum Kopontren/88/BH/XIV8/PAD/KDK/11-03/1/2008 sesuai
dengan pasal 9 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992. Sehingga BMT ini
tidak ilegal (sudah legal). Demikian juga BMT Darussalam memiliki Dewan
Pengawas Syariah yang diketuai oleh K. H. Drs. Suali M. S. yang berfungsi
untuk menangani produk-produk yang dilakukan olehn BMT sesuai yang
diamanatkan oleh pasal 38 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992. Dalam hal
ini Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan jika terjadi
nasabah mengalami kerugian dan belum mengembalikan modal sesuai
rencana, maka BMT berusaha menyelesaikan secara musyawarah (rapat
anggota) sebagaimana amanat pasal 24 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992.
Dimana terdapat persamaan yaitu tentang perlindungan konsumen atau
anggota BMT, dan terdapat sebuah perbedaan dimana peneliti gunakan
perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam melakukan
perlindungan Hukum terhadap Anggota BMT dan menggunakan penelitian

berdasarkan kepustakaan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi

! Fahmi Syaifudin, Perlindungan Hukum Terhadap Mudharib Pada Akad Pembiayaan
Mudharabah (Studi Analisis Terhadap Program Pemutihan di BMT Darussalam Kabupaten
Demak), Skripsi
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Syaifudin adalah dimana menggunakan perlindungan hukum terhadap
mudharib dengan menggunakan pandangan berdasarkan dengan UU UU
Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 dan menggunakan penelitian berdasarkan
data lapangan.
E. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research),
disebut penelitian kepustakaan adalah karena data-data atau bahan-
bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut
berasal dari perpustakan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal,
dokumen, majalah dan lain sebagainya.*?

Penelitian library research yang dimaksud adalah penelitian
yang sumber kajian utamanya adalah buku-buku yang terkait dalam
perlindungan hukum dan buku tentang BMT, untuk mengetahui
perlindungan hukum anggota BMT dalam hukum positif.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif
adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat pencandraan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat dari suatu
populasi tertentu. Sedangkan penelitian bersifat kualitatif adalah

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

'2 Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaan, Jurnal Igra’, Vol, 8: 1, Mei 2014, 68.
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tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.*®
Jadi, Penelitian deskriptif kualitatif adalah Penelitian yang bersifat
penilaian, analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih
jauh dari yang nampak oleh panca indra.

Dalam Penelitian ini data merupakan sumber teori atau teori
berdasarkan data. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah untuk mendeskripsikan perlindungan hukum anggota BMT
dalam hukum positif.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Adapun
penelitian ini penulis gunakan sumber data sekunder. Sumber data
sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak
langsung melalui media perantara diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.
Penelitian hukum yang gunakan sumber data sekunder yang memiliki
kekuatan mengikat kedalam dan dibedakan dalam:
a. Primer

Bahan primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif,
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,**

merupakan bahan pokok yang diperlukan untuk meneliti permasalahan

B3 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan, (Bandung:
PT Refika Aditama, 2014), 49.

4 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010), 181.
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yang dibahas. Adapun sumber data yang akan digunakan adalah
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BMT seperti
Undang-Undang No. 17 Tahun Tahun 2012 tentang Perkoperasian,
Peraturan Pemerintah Rl No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, dan Keputusan Menteri
Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.
KUKM/1X/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Koperasi Jasa Keuangan Syari“ah.
b. Sekunder

Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.’®> Bahan hukum primer
yang dimaksud disini adalah data sekunder merupakan hasil rancangan
dari para ahli hukum seperti para ulama dan ilmu-ilmu yang lain yang
membahas masalah yang ada dalam penelitian ini. Oleh karena itu
penulis gunakan buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya seperti,
Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normatif Undang-Undang No. 1
Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status
Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt),
Jurnal Economica, Vol. V: 2, Oktober 2014, Zulkifli Rusby, Zulfadhli
Hamzah, Hamzah, Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil
(BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP), Jurnal

Al-Hikmah, Vol. 13: 1, April 2016, dan Rana Ayu Azizah, Noven

15 1hid.
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Suprayogi, Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal Pada Lembaga
Keuangan Mikro Islam (Studi Kasus Pada Bmt Nurul Jannah Di
Gresik Dan Bmt Muda Di Surabaya), Jurnal JESTT, Vol. 1. 12,
Desember 2014.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan yaitu metode studi dokumentasi. Metode
studi dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan arsip-
arsip dan juga termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau
hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian.*®
Penelitian ini dilakukan untuk pencatatan data dan informasi yang
berkaitan dengan dari buku Muhammad Ridwan yang berjudul
Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil, Ahmad Hasan Ridwan yang berjudul
Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil, Andri Soemitra yang berjudul Bank
Dan Lembaga Keuangan Syariah, dan Nurul Huda Mohamad Heykal yang
berjudul Lembaga Keuangan Islam. Tulisan ini dilengkapi dengan sumber
data dari buku-buku dan sumber lain sebagaimana yang penulis
cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah proses menyusun data agar data
tersebut dapat ditafsirkan.'” Dalam penelitian ini penulis gunakan analisis
kualitatif (content analysis kualitatif), yaitu metode menganalisis data

secara kualitatif yang tidak hanya meneliti objeknya, akan tetapi turut

18 Iryana, Risky Kawasati, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif, Paper, 11.
' Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 102
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meneliti subjeknya. Untuk memahami dokumen, teknik yang digunakan
adalah kajian isi atau yang sering disebut dengan content analysis, yaitu
metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk
menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen.*®

Tema penelitian yang diambil yaitu perlindungan hukum anggota
BMT dalam hukum positif. yang dijadikan subjek dalam menganalisis data
agar data dalam penelitian lebih akurat, dan adanya buku-buku Muamalah,

dan Perilaku Konsumen.

8 exi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2006), 220.



BAB |1

BAITUL MAAL WA TAMWIL

A. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal Wat Tamwil atau dapat
juga ditulis dengan baitul maal wa baitul tamwil. Secara harfiah/lughowi
baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. BMT
merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT
akan terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat
dari definisi baitul tamwil sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki
kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh
karenanya baitul Maal ini harus didorong agar mampu berperan secara
profesional menjadi LAZ yang mapan. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih
mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam.*

BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah
non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh
Kelompok Swadaya Masyarakat.> Menurut Hosen dan Hasan Al
mendefinisikan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) merupakan lembaga
keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh
kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan

martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas

! Muhammd Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: Ul
Press, 2004), 126

2 Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil, (Bandung: CV. Pustaka
Setia, 2013), 23

15
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prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan

berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan

keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.’

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa BMT
merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang melakukan sebuah
pertumbuhan perekonomian untuk memberikan sebuah perputaran uang
kepada masyarakat tidak hanya pada masyarakat pada golongan atas saja
bahkan pada masyarakat golongan bawah untuk membantu memberikan
modal dalam menjalankan usaha untuk mencapai sebuah kesejahteraan yang
diharapkan. Sehingga BMT merupakan sebuah lembaga keuangan mikro
yang memiliki fungsi sosial yang tinggi di lingkungan masyarakat.

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau
Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang
beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri
dari dua fungsi utama, yaitu:

1. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan
pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan
kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain
mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan

ekonomi.

*Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Praktis,
(Jakarta: Media Grafika, 2010), 353
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2. Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah
serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan
amanahnya’

Sasaran utama prinsip-prisnsip Al-Qur’an dalam pengeloalaan baitul
maal terhindarnya penumpukan harta kekayaan di kalangan segelintir orang
sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Hasyr (59): 7).

Bad A EFAN B 5B de Ko b 55048 Jpadl ST

V- S

Artinya: ...apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah? Dan
apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan
yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan
lembaga keuangan formal lainnya. Selain berfungsi sebagai lembaga
keuangan, BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai
lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota
BMT) dan menyalurkannya kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai
lembaga ekonomi, ia berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti

perdagangan, industri, dan pertanian

*Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group,
2009), 451

*Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-quran dan Terjemahnya, (CV Penerbit
Diponegoro, Bandung, 2005), 546.
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B. Dasar Hukum BMT
BMT yang berstatus badan hukum koperasi, tunduk pada peraturan

perundang-undangan: °

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah
menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

2. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi;

3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari“ah:

a. Secara teknis mengenai penerapan akad mudharabah dalam bentuk
pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000
tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

b. Secara teknis mengenai penerapan akad musyarakah dalam produk
pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSNMUI/1V/2000
tentang Pembiayaan Musyarakah.

c. Secara teknis mengenai implementasi akad murabahah diatur dalam
Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

d. Secara teknis mengenai implementasi akad salam, tunduk pada Fatwa
DSN MUI No. 05/DSN-MUI/1V/2000 tentang Jual Beli Salam.

e. Secara teknis mengenai implementasi akad istishna, tunduk pada Fatwa

DSN MUI No. 06/DSN-MUI/1V/2000 tentang Jual Beli Istishna.

® Novita Dewi Masyithoh, Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang
Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat
Tamwil (Bmt), Jurnal Economica, Vol. V: 2, Oktober 2014, 25-27
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f. Secara teknis mengenai penerapan akad ijarah tunduk pada Fatwa DSN
MUI No. 09/DSN-MUI/1V/2000 tentang Pembiayaan ljarah.

g. Secara teknis mengenai implementasi ljarah Muntahia Bit Tamlik
(IMBT) ini tunduk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No.
27/DSNMUI/111/2002 tentang Al-ljarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik.

h. Secara teknis mengenai pembiayaan gardh ini tunduk pada Fatwa DSN
MUI No. 19/DSN-MUI/1X/2000 tentang al Qardh.

4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional
Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan

5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
39/Per/M.KUKM/X11/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa
Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Dari ketentuan di atas mengenai dasar hukum BMT yang masih dalam
satu ruang lingkup koperasi berdiri tegak dengan payung hukum yang ada
untuk melindungi keuangan mikro tersebut. BMT yang merupakan sebuah
lembaga keuangan mikro syariah berbeda dengan koperasi pada umumnya
yang merupakan sebuah kegiatan keuangan mikro yang berada pada ranah
konvensional, dalam hal ini BMT merupakan sebuah lembaga keuangan
syariah yang berbeda dengan konvensional. Dan dari sebuah ketentuan di atas
bahwa ketentuan payung hukum BMT vyang menggunakan koperasi

menggunakan sebuah peraturan yang diatur dengan kegiatan yang
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berlandaskan syariah sesuai dengan ketentuan yang ada pada prinsip BMT

sebagai lembaga keuangan mikro syariah.

. Peran dan Fungsi BMT

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran

dan fungsi yang berdasarkan prinsip syariah memiliki sebuah keterkaitan

untuk menerapkan sebuah kesejahteraan masyarakat perekonomian menengah

dengan fungsi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), yaitu:

1.

Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan
mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok,

usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.

. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih

profesional dan Islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi

tantangan global.

. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan anggota.’Selain itu BMT juga memiliki

beberapa peran, diantaranya adalah:

a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam
melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem
ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan
mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami. Misalnya ada bukti dalam
bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap

konsumen, dan sebagainya.

"Andri Soemitra, Bank dan Lembaga, 453
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b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus harus
bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro,
misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan
pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih
tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan
masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus
mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana
setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang
merata.Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang
kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-
langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala
prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan,
BMT harus memperhatikan kelayakan usaha dalam hal golongan
nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.®

Dari ketentuan di atas mengenai peran dan fungsi BMT sebagai
lembaga keuangan mikro syariah yang bertujuan untuk mensejahterakan
masyarakat berdasarkan dengan prinsip syariah memiliki peranan dalam
melakukan sebuah kegiatannya. Selain memberikan peluang kesejahteraan

BMT juga menjembatani sebuah proses simpan pinjam dengan tujuan

yang berlandaskan prinsip syariah dengan ketentuan bahwa proses simpan

®Nurul Huda dan Muhammad Haykal, Lembaga Keuangan, 364-365
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pinjam yang dilakukan oleh BMT memiliki peran dan fungsi yang
menjauhkan dari para pelakunya ke dalam riba, gharar dan maisir yang
merupakan sebuah larangan dari prinsip syariah di dalam sebuah kegiatan
muamalah seperti BMT yang di dalamnya terdapat berbagai produk
kegiatan syariah.
D. Dasar Operasional BMT
BMT ialah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan
gabungan konsep Baitul Maal dan Baitul Tamwil dengan target
operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep
Baitul maal berarti BMT berperan sebagai lembaga sosial keagamaan yang
mempunyai fungsi untuk menerima dana Zakat, Sedekah, Infag dan Waqaf
dan menyalurkan kepada yang berhak menerima dana tersebut. Sedangkan
pada konsep Baitul Tamwil, BMT mempunyai peranan sebagai lembaga bisnis
maupun lembaga keuangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan (profit
oriented) seperti membuka Toserba (toko serba ada) atau menawarkan produk
simpan pinjam ke masyarakat. Namun jika kita lihat prakteknya dilapangan,
BMT lebih cenderung berperan sebagai lembaga keuangan shariah yang
menawarkan produk simpan pinjam ke masyarakat yang berlandaskan prinsip-
prinsip syariah.’
Baitul Maal Wa Tamwil merupakan lembaga keuangan yang memiliki
fungsi sebagai lembaga intermediari yaitu lembaga yang menerima dana dari

masyarakat yang memiliki harta berlebih yang akan dikelola dan

% Zulkifli Rusby, Zulfadhli Hamzah, Hamzah, Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP), Jurnal Al-Hikmah, , Vol.
13: 1, April 2016, 19
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diperuntukkan bagi masyarakat yang kekurangan modal. Sebagai lembaga
keuangan mikro Islam, BMT bertujuan menjadi lembaga yang dapat memberi
manfaat serta kesejahteraan tidak hanya pada anggota BMT tetapi masyarakat
sekitar cakupan BMT untuk dapat hidup lebih baik sehingga kesenjangan
sosial semakin menipis.*°

Dari ketentuan tersebut bahwa dasar operasional BMT yang
berdasarkan prinsip syariah berjalan dengan ketentuan sebagai sebuah
lembaga keuangan mikro dalam bentuk penghimpun dana dan simpan pinjam
yang terfokus pada Usaha Kecil Menengah tetapi bertujuan sebagai sebuah
lembaga keuangan mikro syariah pada kegiatan sosial dalam hal seperti
penghimpunan dana zakat.

E. Kekuatan Hukum BMT Sebagai Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan wadah bagi pengusaha
kecil yang ingin mengembangkan usahanya. BMT merupakan salah satu jenis
LKM. Pendirian Lembaga Keuangan Mikro memiliki berbagai persyaratan
sebagaimana disebutkan Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga
Keuangan Mikro: **
1. Badan Hukum
2. Permodalan

3. Mendapat Izin Usaha

1°Rana Ayu Azizah, Noven Suprayogi, Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal Pada
Lembaga Keuangan Mikro Islam (Studi Kasus Pada Bmt Nurul Jannah Di Gresik Dan Bmt Muda
Di Surabaya), Jurnal JESTT, Vol. 1: 12, Desember 2014, 884

' pasal 4, Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Keuangan Mikro



24

Pada Pasal 5 Ayat 1 dijelaskan bahwa bentuk badan hukum yang dapat
digunakan oleh Lembaga Keuangan Mikro adalah Koperasi atau Perseroan
Terbatas. BMT yang tergolong dari LKM wajib berbentuk badan hukum
sesuai pilihan yang ada. Pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa sahamnya paling
sedikit perseroan terbatas adalah 60% dimiliki oleh pemerintah kota atau
daerah, atau badan usaha milik desa atau kelurahan. 20% warga dan koperasi
20% maksimal 40%. Mayoritas dari BMT memilih badan hukum koperasi
karena tidak harus membutuhkan modal yang banyak serta mudah dalam
operasionalnya yang berprinsip kekeluargaan.

LKM dalam menyalurkan pinjaman, pembiayaan, dan pengelolaan
simpanan dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara konvensional
maupun menggunakan prinsip syariah.*?> Apabila menggunakan prinsip
syari’ah maka wajib dilaksanakan sesuai fatwa syari’ah yang dikeluarkan
Dewan Syari’ah Nasional Majlis Ulama Indonesia.*®

BMT merupakan lembaga keuangan ekonomi syariah non bank yang
bergerak dalam dua bidang yaitu bidang keuangan dan bidang sosial yang
diperuntukkan bagi umat dengan prinsip dari umat oleh umat untuk umat
dalam bidang keuangan sebagaimana bidang keuangan lainnya, sedangkan
sebagai lembaga keuangan sosial BMT juga bergerak pada lembaga
pengumpulan zakat sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau penyaluran
zakat. BMT yang berbadan hukum Koperasi menggunakan peraturan Menteri

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:

12 Lihat Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga
Keuangan Mikro.
13 pasal 12 Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
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35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional
Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Akan tetapi sejauh ini BMT ini
juga tidak diikuti dengan pengaturan dan landasan hukum yang jelas.** Oleh
karena itu kedudukan hukum BMT sebagai lembaga keuangan bukan bank
masih lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap lembaga maupun
struktur dari lembaga tersebut disebabkan karena tidak ada payung hukum
yang menaungi lembaga tersebut secara khusus, karena masih berpegang
dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Kelompok Swadaya
Masyarakat dan bahkan kriteria yang disandangkan dengan lembaga-lembaga
tersebut tidaklah dimiliki oleh baitulmal sehingga disebut dan bernaung di
bawah aturan dari lembaga tersebut.*®

Dari berbagai ketentuan di atas yang menjelaskan bahwa BMT
merupakan lembaga keuangan non bank yang belum memiliki sebuah
kejelasan terhadap ketentuan hukum yang berlaku atas ketentuannya, sehingga
BMT masih bernaung atas Undang-Undang yang mengatur berbagai kegiatan
Lembaga Keuangan Mikro lainnya.

F. Kekuatan Hukum BMT Sebagai Lembaga Non Bank

Sebagai bentuk lembaga keuangan syariah non bank. BMT mempunyai
ciri-ciri utama yang membedakanya dengan lembaga keuangan bank, yaitu:
1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan

ekonomi, terutama untuk anggota dan lingkungannya.

“ Novita Dewi Masyithoh, 2014, Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 tahun 2013
Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul
Maal Wat Tamwil (Bmt),18

> A Djazuli, dkk, Lembaga Perekonomian Umat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
183
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2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan
penggunaan dana-dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta dapat
menyelanggarakan kegiatan pendidikan untuk memperdayakan anggotanya
dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi.

3. Tumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya.

4. Milik bersama masyarakat kecil, bawah dan menengah yang berada di
lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain dari
luar masyarakat itu.*®

Karakteristik tersebut menimbulkan masalah tersendiri karena belum
ada peraturan khusus yang mengatur sehingga banyak peraturan umum yang
harus dipatuhi BMT tergantung pada bentuk badan hukum yang dipilih. BMT
dikepung oleh beberapa peraturan yang menaunginya, sesuai dengan bentuk
badan hukum BMT itu sendiri. Berikut beberapa hukum positif yang menjadi
landasan kegiatan BMT:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi dalam UU
tersebut lembaga keuangan yang berbasis syariah diatur dalam pasal 87
ayat (3) koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi
syariah dalam ayat (4) ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip
ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Kehadiran UU No. 17 Tahun 2012 tentang koperasi yang

menegaskan adanya kejelasan fungsi koperasi yang menegaskan adanya

18Sri Dewi Yusuf, Peran Strategis Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT) dalam meningkatkan
ekonomi rakyat, Vol. 10 No.1 Juni 2014, 74
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kejelasan fungsi koperasi sebagaimana tersebut dalam pasal 83 mengenai
jenis koperasi, dianggap telah mengebiri semangat syariah. Sebab bila
BMT hanya menjalankan fungsi simpan pinjam saja maka sebagai KSPS
(Koperasi Simpan Pinjam Syariah) harus melaksanakan simpan pinjam
secara Syariah secara sempit yang melenceng dari prinsip syariah dalam
bermuamalah. Sehingga dapat dikatakan UU No.17 Tahun 2012 jauh dari
nilai kemanfaatan sebagai dasar berlakunya UU tersebut secara sosiologis
yang akan diterima dan dilaksanakan.’

. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.*®Dalam pasal 44
ayat (1) pengertian anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a
ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Menurut pasal 1
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor. 91/Kep/M.KUMK/1X/2004 tentang petunjuk
pelaksanaan kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi,
dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).™

. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
(LKM) berdasarkan ayat 5 pasal (1) tentang Lembaga Keuangan Mikro

hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas.

" Elfa Murdiana, Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai

Koperasi Syariah dalam Bingkai lus Constituendum, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 10 No.2,
Agustus 2016, 289

'8 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
“Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUMK/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri.

»yndang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
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Dilihat dari berbagai peraturan tersebut, selain UU Koperasi, hal ini
sangatlah wajar mengingat bahwa di dalam undang-undang koperasi yang
menaungi BMT sebagai koperasi jasa keuangan syariah belum diakomodir

secara jelas.



BAB Il1

PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, adalah memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain
dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.* Masih menurut Satjipto Rahardjo
yaitu hukum untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara
mengalokasikan waktu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka
kepentingan tersebut.? Dari uraian di atas mengenai penjelasan perlindungan
hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum memiliki peran
yang sangat penting sebagai penegak hak-hak masyarakat, dimana hukum
bekerja untuk melindungi masyarakat dari ketidak adilan hingga tidak ada
pihak yang menjadi korban akibat hukum yang tegak.

Begitu pula dengan peran hukum sebagai perlindungan anggota
khususnya anggota BMT. Sedangkan BMT belum memiliki payung hukum
sendiri, disinilah peran perlindungan hukum sangat dinanti oleh para anggota
yang menjadi korban akibat dari sebuah kegiatan yang merugikan anggota

BMT

! Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), 53-54
2 .
Ibid, 5

29
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B. Macam-macam Perlindungan Hukum

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan  hukum
dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering
disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum
dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut;

1. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh
pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya
pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan
maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-
rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan
perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman
tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah
dilakukan suatu pelanggaran.

Dari ketentuan mengenai macam dari perlindungan hukum yang
berkaitan dengan ketentuan dasar hukum dari BMT itu sendiri bahwa dalam
hal ini apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum Preventif bahwa
pemerintah telah memberikan sebuah aturan dasar mengenai jalannya atau
dasar operasional kegiatan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah di
masyarakat. Dalam hal ini keterkaitan mengenai sebuah ketentuan hukum
yang bersifat preventif adalah adanya sebuah aturan mengenai kegiatan BMT

tersebut meskipun pada dasarnya bahwa dasar hukum BMT tersebut tidak

® Dyah Permata Budi Asri, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya
Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta, Journal Of Intellectual Property, Vol. 1: 1, 2018, 18
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sepenuhnya merupakan aturan pada BMT melainkan masih menggunakan
sebuah dasar hukum koperasi. dalam keterkaitan dengan ketentuan hukum
represif bahwa ketentuan hukum mengenai sebuah pelanggaran yang berakibat
pada sebuah pelanggaran yang berakhir dengan ketentuan seperti denda dan
pidana, ketentuan tersebut menjadi satu paket dalam ketentuan perlindungan
preventif yang ada di dalamnya.

Dalam menjalankan berbagai macam dari perlindungan hukum, maka
perjalanan hukum tersebut dapat dikaitkan dengan fungsi hukum yang
esensial, yang untuk menjaga stabilitas dan kepastian, dua hal ini merupakan
tujuan-tujuan utama dari hukum.® Rudolf van Lhering mengatakan bahwa
hukum hanya merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan masyarakat
yaitu melakukan pengendalian sosial, selanjutnya menurut Rudolf van Lhering
hukum merupakan sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan-kebutuhan
masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara
kebutuhan sosial setiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-
masing.”

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi
hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan kemanfaatan,
dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang
diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang
bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak, dalam rangka

menegakkan peraturan hukum. Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan

* Lili Rasjidi, 1.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1993), 180
* Ibid., 180-181
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perlindungan dari hukum, hampir seluruh hubungan hukum harus
mendapatkan perlindungan dari hukum.
C. Urgensi Perlindungan Hukum

Urgensi perlindungan hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan
terhadap sebuah objek yang berada pada sebuah fokus kajian yang dilindungi
oleh hukum. Berkaitan dengan penelitian ini, urgensi perlindungan hukum
berkaitan dengan sebuah payung hukum BMT yang dengan hal ini adalah,
bahwa BMT belum memiliki sebuah payung hukum tersendiri, melainkan
menggunakan sebuah payung hukum Dalam Undang-Undang No.1 tahun
2013 tentang lembaga keuangan mikro pasal 4 yang menyatakan bahwa
pendirian sebuah lembaga keuangan mikro harus memenuhi persyaratan: °a.
Bentuk badan hukum, b. permodalan, dan c. Mendapat izin usaha.

UU No.1 Tahun 2003 tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan
sebuah penjelasan mengenai perlindungan pengguna jasa LKM terdapat dalam
pasal 24 ": a. Wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM; b. ketentuan
dan persyaratan yang perlu diketahui oleh penyimpan dan peminjam, dan c.
Kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubung dengan transaksi LKM
dengan pihak lain.

Dalam literatur LKM tentang keanggotaan BMT diatur dalam Undang-
Undang No 25 tahun 1992 tentang Koperasi dalam hak dan kewajiban anggota

dalam pasal 20:

® Lihat Pasal 4 pada Undang-undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan
Mikro

" Lihat Pasal 24 UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

® Lihat Pasal 20 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
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1. Setiap anggota mempunyai kewajiban:

a.

Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan
yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;

Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh
koperasi;

Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas

kekeluargaan

2. Setiap anggota mempunyai hak:

a.

Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat
anggota;

Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran
dasar;

Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat
anggota baik diminta maupun tidak diminta;

Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara
sesama anggota;

Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut
ketentuan dalam anggaran dasar.

Dengan demikian, urgensi sebuah hukum dari BMT merujuk pada

sebuah tatanan sistem hukum yang berhubungan langsung terhadap para

pelaku usaha BMT tersebut dengan merujuk pada Undang-Undang Lembaga

Keuangan Mikro dan Undang-Undang Koperasi.
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D. Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga penjamin simpanan adalah lembaga yang independen,
transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam
menjamin simpanan nasabah bank dan bertanggung jawab kepada presiden.’
Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum independen yang di bentuk
berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin
Simpanan dan di undang-undangkan pada tanggal 22 September 2004 dan
mulai berlaku secara efektif pada tanggal 22 September 2005. LPS merupakan
penyempurna dari program penjamin pemerintah terhadap seluruh kewajiban
bank (blanket guarantee) yang berlaku di masa lalu (tahun 1998 s/d 2005).%°

Kebijakan blanket guarantee di satu sisi dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun di sisi lain kebijakan
tersebut telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan moral
hazard bagi pelaku perbankan dan nasabah. Dengan mempertimbangkan
dampak negatif tersebut serta memperhatikan membaiknya kondisi perbankan,
kebijakan blanket guarantee telah diputuskan untuk diakhiri tahun 2005.
Namun pemerintah menilai bahwa suatu bentuk penjaminan simpanan masih
tetap diperlukan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri
perbankan dan dapat meminimumkan resiko yang membebani anggaran negara
atau resiko yang menimbulkan moral hazard. Berdasarkan UU LPS

penjaminan simpanan nasabah tersebut dilaksanakan oleh LPS.

¥ Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Penjamin Simpanan Bab |1 Pasal 2
10 M. Mujabir Rohman, Lembaga Penjamin Simpanan Syariah, al- Mizan, Vol. 111 No. 2,
Desember 201, 195-196
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Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 fungsi LPS adalah
menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara
stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya dalam melaksanakan fungsi
ini maka LPS bertugas sebagai berikut: **

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif
memelihara stabilitas sistem perbankan.

2. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank
gagal yang tidak berdampak sistemik, dan

3. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Berdasarkan UU LPS, fungsi penjamin simpanan meliputi juga
simpanan di bank syariah, baik bank umum, unit usaha syariah maupun bank
pengkreditan rakyat syariah (BPRS).

Dalam rangka melaksanakan tugasnya LPS mempunyai wewenang
sebagai berikut; *?

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan

2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi
peserta

3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS

4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan
keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak

melanggar kerahasiaan bank

1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Penjamin Simpanan Bab 111 Pasal 4 dan 5
'2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Penjamin Simpanan Bab 111 Pasal 6
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5. Melaksanakan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagai
mana dimaksud pada huruf d

6. Mendapatkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim

7. Merunjuk menguasakan dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak
bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan tugas
tertentu.

8. Melaksanakan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjamin
simpanan dan

9. Menjatuhkan sanksi administratif.

Dalam melakukan penyelesaian bank gagal maka LPS mempunyai

kewenangan antara lain:

1. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang
saham, termasuk hak dan wewenang RUPS

2. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang
diselamatkan

3. Meninjau ulang, membatalkan mengakhiri, dan/atau mengubah setiap
kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga
yang merugikan bank, dan

4. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur

dan/atau kewajiban tanpa persetujuan kreditur.
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E. Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana Jika BMT Bermasalah
Untuk mengetahui perlindungan hukum seseorang atau suatu pihak jika
suatu badan usaha pailit, perlu dilihat dari kedudukan orang/pihak tersebut,
KUH Perdata mengatur tentang kedudukan seorang kreditur. KUH Perdata
mengenai dua macam Kkreditur, yaitu kreditur preferen dan kreditur konkuren.
Sebagai perbandingan dapat dilihat urutan prioritas jika bank dilikuidasi.
Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 25
tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank,
Pasal 17 dan 18 menentukan urutan prioritas dari pihak pihak yang harus
memperoleh pembayaran dari hasil penjualan harta likuidasi bank, yaitu:
1. Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi, termasuk honor tim
likuidasi.
2. Gaji pegawai yang terutang.
3. Biaya perkara di pengadilan.
4. Biaya lelang yang terutang.
5. Pajak yang terutang.
6. Biaya kantor.
7. Nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh
Tim Likuidasi
8. Kreditur lainnya.™
Dewasa ini nasib nasabah penyimpan dana pada bank relatif lebih

aman, untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada bank, dari pengalaman

3 Neni Sri Imaniyati, Perlindungan Nasabah Bmt Jika Bmt Pailit (Taflis), Jurnal Volume
XXI No. 4 Oktober - Desember 2005, 515
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pada masa krisis, jika ada bank dilikuidasi maka pemerintah memberikan
jaminan terhadap dana nasabah. Selain itu UU No. 10 tahun 1998
mengharapkan agar segera dibentuk lembaga penjamin simpanan nasabah,
walaupun hingga saat ini belum terbentuk. Dari berbagai penjelasan di atas
bahwa lembaga keuangan memiliki sebuah ketentuan yang memiliki fungsi
dan peranan dalam legalitas hukum dalam melindungi nasabah dan para
anggota, dari upaya dibentuknya lembaga penyimpanan dana dan ketentuan
tentang kreditur dan debitur dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh
lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Melihat sebuah ketentuan tersebut berkaitan dengan perlindungan
anggota BMT yang bermasalah bahwa melihat fungsi BMT seperti yang telah
diuraikan, dapat diketahui bahwa BMT dalam beroperasinya melaksanakan
salah satu fungsi lembaga keuangan (financial intermediary). Sebagai
lembaga perantara keuangan,

BMT memiliki fungsi menghimpun dana dari pihak yang memiliki
kelebihan dana (surplus of funds) dan menyalurkannya kepada pihak yang
memerlukan dana (lack of funds). Dalam hal penghimpunan dana masyarakat,
sebagai lembaga perantara keuangan, kepercayaan masyarakat untuk
menyimpan dananya merupakan modal utama. Sebagai perbandingan, perlu
dikaji dari kegiatan bank dalam menghimpun dana masyarakat. Jika dilihat
dari prosentase dana yang dikelola oleh bank, dana titipan masyarakat pada
bank memiliki persentase yang sangat besar, yaitu sekitar 60 £70% dibanding

dari modal bank itu sendiri yang berkisar 30 + 40%. Melihat besarnya dana
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yang dikelola oleh bank, maka betapa bank sangat memerlukan dana
masyarakat untuk bisa beroperasi dengan semestinya. Demikian halnya BMT,
apalagi BMT selain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan
(tabungan dan deposito), juga melaksanakan fungsi sebagai baitul maal yaitu
menerima titipan zakat, infag, shadagah, dan wakaf.

Apabila kita melihat betapa dana masyarakat yang dititipkan pada
BMT mempunyai peran yang sangat besar untuk kelangsungan BMT, namun
bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para nasabah penyimpan dana
pada BMT tersebut? Adakah undang-undang yang mengatur mengenai hal
itu? Berbicara tentang perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan
dana pada BMT jika BMT pailit, erat kaitannya dengan kedudukan nasabah
penyimpan dana pada BMT. Hingga saat ini tidak ada peraturan
perundangundangan yang mengatur tentang BMT termasuk tentang
perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana. Hal ini juga
memiliki kesamaan dengan nasib nasabah penyimpan dana pada bank. Seperti
telah diuraikan pada bagian tinjauan pustaka bahwa Undang-Undang
Perbankan yang telah kita miliki + baik UU No. 14 Tahun 1967, UU No. 7
Tahun 1992, maupun undang-undang yang terakhir, yaitu UU No 10 tahun
1998 + tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai kedudukan nasabah
penyimpan dana. Hal ini sangat berbeda dengan UU No. 2 tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian dan UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
Dalam UU Perasuransian diatur tentang kedudukan pemegang polis atas harta

kekayaan perusahaan asuransi yang dilikuidasi, pemegang polis diberi
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kedudukan utama. Demikian halnya dengan peserta dana pensiun, peserta
dana pensiun mempunyai hak utama jika perusahaan dana pensiun
dilikuidasi. UU perbankan tidak mengatur mengenai kedudukan penyimpan
dana bila sebuah bank dilikuidasi. Oleh karena itu untuk bisa melihat
kedudukan nasabah penyimpan dana, kita harus merujuk ke undang-undang
lainnya, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Nasabah penyimpan dana baik pada bank maupun BMT £ yang umumnya
penabung-penabung kecil % jika dilihat kedudukannya menurut KUH Perdata
adalah sebagai kreditur konkuren, kreditur yang harus berbagi dengan
kreditur lainnya dalam memperoleh haknya setelah kekayaan bank atau BMT
tersebut dikurangi untuk kreditur preferen dan kreditur istimewa lainnya,
termasuk kewajiban kepada Negara. Untuk nasabah penyimpanan dana pada
bank, urutan prioritas penggunaan dana jika bank dilikuidasi dapat dilihat dari
Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1999 tentang pencabutan lzin Usaha,
Pembubaran, dan Likuidasi Bank. Seperti sudah dikemukakan sebelumnya
Pasal 17 dan 18 sudah menentukan urutan prioritas dari pihak-pihak yang
harus memperoleh pembayaran dari hasil penjualan harta likuidasi bank.
Berbeda dengan nasabah penyimpan dana pada bank, nasabah penyimpan
dana pada BMT tidak mendapat jaminan dari pemerintah (karena belum ada
UU yang mengaturnya) terhadap dananya apabila ada krisis di BMT. Oleh
karena itu, jika suatu BMT pailit, kita harus mengacu kepada ketentuan yang
tertera pada KUH Perdata. KUH Perdata menempatkan nasabah penyimpan

dana pada BMT dalam kedudukan sebagai kreditur konkuren.
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Kreditur konkuren yaitu kreditor yang tidak mempunyai hak untuk
menguasai jaminan berupa benda sehingga penyelesaian utang terhadap
kreditur konkuren dilakukan setelah kewajiban terhadap kreditur lain
diberikan. Sebagai kreditur konkuren, maka hak untuk mendapat
pengembalian dananya harus berbagi dengan kreditur lainnya setelah harta
kekayaan BMT digunakan untuk menyelesaikan kewajiban BMT kepada
kreditur preferen adalah kreditur yang didahulukan karena sifat piutangnya

(hak istimewa).



BAB IV

PERLINDUNGAN BAGI ANGGOTA BMT

A. BMT Bermasalah

Polemik permasalahan yang muncul di masyarakat adalah terkait
dengan BMT yang bermasalah. Saat ini banyak lembaga keuangan mikro yang
mengalami permasalahan seperti pembekuan dana, penggelapan dana nasabah
yang akan berdampak pada nasabah dan para anggota lembaga keuangan
tersebut.

Seperti halnya, permasalahan Seorang karyawan koperasi BMT Insan
Bina Mandiri Ajibarang, Banyumas, ES (35) dibekuk jajaran Sat Reskrim
Polres Banyumas. Karena seharusnya uang yang disetor ke BMT Insan Bina
tersebut digunakan secara pribadi dan banyak nasabah yang mengalami
kerugian.! Masalah tersebut menimbulkan dampak negatif di lembaga
keuangan mikro tersebut serta reputasi dan kinerja BMT sebagai sebuah
lembaga keuangan yang hadir untuk memberikan sebuah sinergi investasi dan
pinjaman dana bagi setiap lapisan masyarakat memiliki nilai yang tidak baik
untuk melakukan kegiatan seperti lembaga keuangan sebagai mana mestinya.

Selain itu permasalahan perizinan juga dapat memberikan sebuah
dampak negatif tersendiri bagi lembaga keuangan BMT tersebut, karena
perizinan merupakan sebuah legalitas yang harus dipenuhi untuk memberikan

perlindungan bagi para anggota dan nasabah yang ada di BMT tersebut.

! RMLOJATENG Republik Merdeka Gelapkan Miliyaran Rupiah Karyawan Koperasi
BMT dibekuk Polres Banyumas https: //www.rmoljateng.com/read/2020/06/20/27940/Gelapkan-
Miliaran-Rupiah, -Karyawan-Koperasi-BMT-Dibekuk-Polres-Banyumas-.
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Seperti yang terjadi di BMT Dana Mulya Syariah Lampung Selatan, yang
belum memiliki sebuah legalitas yang belum diketahui, dan ketidakjelasan
dana dari deposit yang diberikan nasabah dan saat ini BMT tersebut ditutup
serta para anggota atau pengelolanya menghilang.? Dari kasus tersebut bahwa
sebuah legalitas badan hukum dari BMT merupakan sebuah hal yang penting
untuk diketahui karena akan berdampak pada kegiatan lembaga keuangan
tersebut. Dampak dari masalah tersebut adalah sebuah kerugian dan
kepercayaan nasabah yang tidak baik bagi BMT tersebut.
B. Perlindungan Hukum Anggota BMT dalam Hukum Positif

Anggota BMT merupakan salah satu pondasi dari berdirinya sebuah
lembaga keuangan BMT. Perlindungan anggota BMT berdasarkan ketentuan
di atas, bahwa BMT belum memiliki sebuah payung hukum dalam
pelaksanaan pengoperasian lembaga BMT tersebut. Melainkan, masih berada
dan mengikuti sebuah ketentuan hukum dari Undang-Undang Lembaga
Keuangan Mikro. Pada dasarnya anggota BMT juga disebut sebagai nasabah
penyimpan. Karena, pada dasarnya BMT menghimpun simpanan anggota
sehingga ketentuan terkait perlindungan anggota BMT terikat pada ketentuan
Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro sebagai payung hukum dari
BMT.

Selain dengan payung hukum dalam Lembaga Keuangan Mikro,
bahwa BMT juga berada pada payung hukum koperasi. Seperti yang sudah

dijelaskan di atas bahwa ketentuan mengenai hal tersebut bahwa setiap

2 Trimbun Lampung.co.id, https: //lampung.tribunnews.com/2019/12/03/kadis-koperasi-
dan-ukm-lamsel-mengaku-tak tahu legalitas-bmt-dana-mulya-syariah?page=2.
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anggota BMT memiliki simpanan dana dalam lembaga keuangan BMT.
Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
bahwa konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen tersebut bahwa anggota
BMT merupakan sebuah konsumen dari jasa keuangan mikro tersebut, karena
menggunakan jasa keuangan tersebut. Dalam hal konsumen mengalami
sebuah kerugian usaha, maka konsumen berhak mendapatkan perlindungan,
disebutkan dalam Pasal 9 angka 1 bahwa pelaku usaha bertanggung jawab
memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan.

Dengan demikian meskipun BMT belum memiliki sebuah payung
hukum sendiri, BMT dapat menggunakan payung hukum seperti Lembaga
Keuangan Mikro, dan Koperasi. Namun, dalam perlindungan hukum terhadap
anggota BMT tidak secara spesifik menjelaskan ketentuan hukum terhadap
para anggota. Dengan demikian perlindungan hukum BMT dapat
menggunakan sebuah perlindungan hukum terhadap Undang-Undangan
Perlindungan Konsumen.

Selain perlindungan konsumen, seperti yang sudah dijelaskan pada

pembahasan sebelumnya BMT juga diawasi olen OJK, dan OJK telah
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mengesahkan peraturan khusus untuk lembaga keuangan mikro, termasuk di

dalamnya BMT, yakni antara lain sebagai berikut: 3

1. POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan
Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

2. POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha
Lembaga Keuangan Mikro.

3. POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. Peraturan-peraturan di atas tidak
lain bertujuan untuk meningkatkan pengawasan OJK terhadap LKM dan
menyediakan perlindungan nasabah LKM vyang lebih optimal. Dapat
dikatakan bahwa peran OJK dalam pengawasan BMT lebih luas dari
institusi  lain (seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah),

Bentuk pengawasan OJK terhadap LKM (termasuk BMT) adalah
perlindungan konsumen; pengawasan melalui laporan keuangan; pemeriksaan;
penyidikan; menetapkan sanksi administratif; memberikan atau mencabut izin
usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda
terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau

penetapan pembubaran, dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam

% Tita Novitasari, Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul
Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani, Jurnal hukum Vol. 2 No. 1, 2019, , 138.
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peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan; melakukan tuntutan
pidana terhadap LKM yang menjalankan usaha tanpa izin, pihak yang
memberikan informasi mengenai pinjaman dan simpanan di luar ketentuan
yang diperbolehkan, dan LKM termasuk BMT memberikan keterangan palsu.

Dengan demikian, peran OJK dalam pengawasan BMT telah diperluas,
dari aspek kelembagaan BMT hingga aspek perlindungan konsumen BMT,
khususnya BMT ilegal. Hal-hal semacam ini perlu untuk disosialisasikan
secara meluas kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui apa yang
harus dilakukan khususnya ketika dirugikan oleh BMT ilegal. Selain itu,
upaya preventif dan menyeluruh oleh OJK dalam mengawasi BMT ilegal juga
perlu ditingkatkan, agar tidak ada lagi BMT lainnya yang merugikan
masyarakat.

Selain itu kebjakan para anggota dapat terbentuk pada saat RAT
(Rapat anggota) karena RAT digunakan untuk melakukan evaluasi terkait
dengan kewenangan yang dimilikinya seperti hak dalam memilih atau
memberhentikan anggota nya, dengan demikian RAT memiliki sebuah upaya
preventif terkait dengan ketidak professionalan para anggota atau SDM dari
sebuah BMT dalam menjalankan kewajibannya dengan tugas menerima
laporan pertnggung jawaban tahunan. Dalam sebuah Lembaga BMT terbentuk
DPS (Dewan Pengawas Syariah) bertugas memastikan semua produk dan
kegiatan lembaga keuangan syari“ah telah memenuhi prinsip syari“ah. DPS
dipercaya untuk memastikan agar Lembaga Keuangan Syari“ah patuh pada

aturan dan prinsip Islam Dewan Pengawas Syari“ah adalah suatu badan yang
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dibentuk sebagai perwakilan dari Dewan Syariah Nasional (Keputusan Dewan
Syari“ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02/2000 Tentang Pedoman
Rumah Tangga Dewan Syari“ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pasal 3
Tata Tertib Kerja No. 6), yang bertugas untuk mengawasi aktivitas dan
operasional Lembaga Keuangan Syari“ah agar 3 senantiasa mengikuti aturan
dan prinsip-prinsip syari“ah.dan Badan Pengurus yang tugasnya mewakili
anggota (pendiri), pengurus berwenang untuk memastikan jalan tidaknya
BMT dan membuat kebijakan umum serta melaksanakan pengawasan
pelaksanaan kegiatan BMT sehingga sesuai dengan tujuan.
. Perlindungan Hukum Bagi Anggota BMT

Perlindungan hukum merupakan sebuah bentuk keadilan yang dicapai
berdasarkan sebuah bukti dari kesalahan dan sebuah tanggung jawab dan
kewajiban bersama sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama antara
dua belah pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, perlindungan hukum bagi
anggota BMT menggunakan sebuah payung hukum Undang-Undang
Lembaga Keuangan Mikro No. 1 Tahun 2013. Karena sektor keuangan di
Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam
mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat,
karena di Indonesia banyak Lembaga keuangan bukan bank yang membantu
perekonomian masyarakat yang berpayung hukum di dalam lembaga
keuangan mikro yaitu BMT. Namun dalam pengaturan yang ada di Undang-
Undang Lembaga Keuangan Mikro No 1 Tahun 2013 bukan sebuah ketentuan

hukum bagi anggota BMT melainkan perlindungan bagi pengguna jasa
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Lembaga keuangan mikro, dan di dalam undang-undang tersebut perlindungan
bagi pengguna dilakukan untuk memberikan sebuah kenyamanan bagi
masyarakat terkait simpanan yang ada di dalam Lembaga keuangan mikro
tersebut.

Selain itu Lembaga keuangan mikro yang ada di dalam undang-undang
tersebut memberikan sebuah perlindungan dengan menjaga rahasia simpanan
dan penyimpannya, dan apabila anggota BMT tersebut memberikan sebuah
keterangan kepada pihak lain terkait keadaan simpanan dan penyimpan di
Lembaga keuangan mikro tersebut, maka akan dikenakan sebuah sanksi
administratif. Penggunaan payung hukum terkait Undang-Undang Lembaga
Keuangan Mikro No. 1 Tahun 2013 terkait dengan sebuah perlindungan BMT
tersebut karena BMT belum memiliki sebuah payung hukum untuk melakukan
kegiatan operasionalnya.

Selain itu perlindungan hukum bagi nasabah BMT yang berpatokan
pada asas manfaat sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999 ini sangat penting
untuk menjamin bagi nasabah BMT memperoleh haknya. Asas manfaat ini
adalah menempatkan pihak maupun produsen maupun konsumen memiliki
kedudukan yang sama sehingga tidak ada kerugian dari masing-masing pihak
baik nasabah maupun BMT, dan masing-masing pihak dapat memperoleh
haknya.*

Asas keseimbangan juga diperlukan dalam perlindungan hukum

nasabah BMT, yaitu adanya keseimbangan antara pelaku usaha, nasabah, serta

* Syafiatul Mir’ah Ma’shum, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Baitul Maal Wa
Tamwil yang Dilikuidasi di Indonesia, Al-Mazahib, Volume 5, Nomer 1, Juni 2017, 164
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pemerintah sehingga dapat terwujud sistem lembaga keuangan mikro yang
baik dan stabil. Asas penting lainnya adalah asas kepastian hukum yaitu asas
yang membuat para pelaku usaha maupun konsumen dapat mematuhi
peraturan yang berlaku sehingga tidak akan melanggar hukum yang telah
diatur. Dengan adanya kepastian hukum ini nasabah dapat menggunakan jasa
dan produk BMT dengan rasa aman dan dapat menjadi suatu jaminan apabila
terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dalam penggunaan produk dan jasa
tersebut. Apabila BMT itu dibekukan maka nasabah masih dapat merasa aman
apabila sudah terdapat kepastian hukum. Disinilah perlindungan hukum bagi
nasabah menjadi urgen karena secara nyata kedudukan antara para pihak BMT
dan nasabahnya seringkali tidak seimbang.Ditengah maraknya kasus yang
berhubungan dengan pembekuan BMT saat ini sehingga memunculkan
kekhawatiran bagi para nasabah terhadap uang mereka yang disimpan dan
berputar pada BMT, terutama ketika lembaga ini dibekukan.

Perlindungan hukum ini perlukan bagi nasabah untuk memberikan rasa
aman kepada nasabah yang ingin dan sudah bergabung dengan LKM,
terutama yang berbentuk BMT. Tidak sedikit dari mereka yang berasal dari
ekonomi rendah bergabung untuk mengembangkan usaha mikronya. Sebagai
nasabah BMT, mereka harus mendapat perlindungan hukum dari perilaku
orang-orang yang tak bertanggung jawab. Oleh karena itu perlu adanya
komunikasi yang baik serta materi hukum, struktur hukum, dan kesadaran

hukum bagi para pelaku lembaga keuangan mikro seperti BMT. Pada
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akhirnya, sebuah Lembaga Keuangan Mikro dapat berjalan dengan baik dan

seimbang tanpa harus ada yang dirugikan salah satu pihaknya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan
hukum terhadap anggota BMT dikaji dengan menggunakan sebuah ketentuan
hukum positif, meskipun BMT belum memiliki sebuah payung hukum
tersendiri tetapi BMT menggunakan payung hukum seperti Lembaga
Keuangan Mikro, dan Koperasi namun dalam perlindungan terhadap para
anggota BMT payung hukum tersebut tidak membahas secara signifikan
sehingga BMT dapat menggunakan payung hukum perlindungan konsumen
untuk memberikan perlindungan bagi para anggotanya. Selain itu BMT juga
diawasi oleh OJK, peran OJK dalam pengawasan BMT telah diperluas, dari
aspek kelembagaan BMT hingga aspek perlindungan konsumen BMT.

Asas yang terkandung dalam perlindungan BMT tersebut juga
menggunakan sebuah asas manfaat sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999 Asas
manfaat ini adalah menempatkan pihak maupun produsen maupun konsumen
memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada kerugian dari masing-
masing pihak baik nasabah maupun BMT, dan masing-masing pihak dapat
memperoleh haknya.

Asas keseimbangan juga diperlukan dalam perlindungan hukum
nasabah BMT, yaitu adanya keseimbangan antara pelaku usaha, nasabah, serta

pemerintah sehingga dapat terwujud sistem lembaga keuangan mikro yang

o1
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baik dan stabil. Asas penting lainnya adalah asas kepastian hukum yaitu asas
yang membuat para pelaku usaha maupun konsumen dapat mematuhi
peraturan yang berlaku sehingga tidak akan melanggar hukum yang telah

diatur.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti
mengungkapkan saran berkaitan dengan penelitian ini yaitu pemerintah harus
lebih mengoptimalkan dalam mensosialisasikan Undang-undang perlindungan
konsumen kepada masyarakat, serta melakukan pengawasan lebih inten
kepada produsen dalam menyelenggarakan barang dan jasa kepada
masyarakat, sehigga dapat meminimalisir akses kerugian yang diderita oleh

banyak konsumen atau pengguna jasa BMT.
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